
PERATURAN NOMOR BUPATI BANTAENG 
15 TAHUN 2009 

TENT ANG 
TATA NASKAH DIN 

KA 
AS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

BUPATEN BANTAENG 
BUPATI BANTAENG 

a. �:::a dalam r�ngka meningkatkan tata tertib administrasi dan 
perk�agaman s1stem. administrasi perkantoran sesuai dengan 

mbangan Pemermtahan dan Pembangunan dipandang perlu 
��ngatur Tata Naskah Dinas di Lingkungan Org;nisasi Pemerintah 

a upaten Bantaeng sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 
�omor 3 Tahun 2005 tentang Pedornan Tata Naskah Dinas di 
mgkungan Pemerintah Kabupaten/Kota,sebagaimana telah d iu b a h  

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008; 

b. b�hwa untuk mengatur hal-ha l  sebaqalmana dimaksud huruf a 
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkun.gan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. 

1 .  Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah llngkat II di Sulawesi (L.embaran Negara Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

$ 
BERITA DAERA 

TAHUN H20KABUPATEN BANTAENG 
09 NOMOR 117 �� .................................... __ ..._,��:::.:::....!!!!!!!!!I!!! ........ _,,,......,._... r:J)� 

Menimbang 

Mengingat 

2 .  Und ang - Und ang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pe m b e n t u k a n  
Peraturan Perundang - Undang an (Lembaran  Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. U nda ng-un dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah dubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang 
Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3037); 
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-91- 5. Peraturan P 
Larnb ernerintah N 
Tarnb ang Negara (Le �rnor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan 

ahan Lernbaran � aran Negara Tahun 1958 Nomor l 9 7 1 ,  egara Nomor 1636); 
6. Peraturan p . Pe ernenntah N rangkat Daerah orno- 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

2007 Nomor sg T (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 4741); '  arnbahan Lemb2ran Negara Republik Indonesia 

7. Peraturan Ment 
Pedoman Tat eri Dalam Ne�eri Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Kabupaten/ K � Naskah. D i nas  di Lingkungan Pemerintah 
Menteri D a l a m  0N a se.baga1mana telah d i u bah  dengan Peraturan egen Nemer 1 0  Tahun 2 0 0 8 ;  

8. K e p u t u s a n  M e  t  .  
KoorDinasi K n .en D a l a i n  Ne g er i  f\lomor 6 Tah un 1 9 8 8  tentanq 
Lembara N e g i a t an Instansi Vertikal di Daerah  ( Tam b a h a n  
N e g a  Nn egara T a h u n  1 9 8 8  Nornor 1 0  Tam b a h an t.ernbaran ra o m o r  3 3 7 3 ) ;  '  

9·  � e p u t u s a n  _Bersama Menteri Pariwtsata Pos dan Telekoniunikasi 
2;� Ment�n Dalam Neger i Nomor B.48/HK.103/MPTM-83, Namur 

ahun .t988 tentang Kode Pos Indonesia ; 
lO .  Keputusan Menter i Negara Pendayagunaan Aparatur Neg,ff;J 

Nornor 71 Tahun 1993 tentang Pedom an Umum Tata Persuratan Dinas; 

1 1 .  Peraturan D aerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pernbentuko: 1  

dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banta,�i-1 ·:J 
(Lernberan Daerah 1<.abupaten Ba:1taeng Nomor 25 Tahun 200"/ ) .  

M E M U T U S K A N :  

r,A tankan PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA· NASKAH Dll\lAS DJ · , ene .  , , .  .  
LINGKUNGAN PEMERINTI\H l<ABUPATEN BANTAENG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan mi yang dlmaksud dengan : 
a . Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kabupaten Bantaeng; 
o. Bupat: adatah Bupati Bantaeng; .  .  
c. Waki l  Bupati ada lah Waki l  Bupat1 �anDtaengh, Kabunaton Bantaeno: 

· c J .  -  .  d I h S I  retans aera ' , ,  v, - �-J,  �)c:krei:ans Daerah a a a ex - d lah Sekretai· ial Daerah, Dinas Oaerah, L c 1 1 1 l ) c � � l . i  o. Satuan kerja Perangkat Daerah a a 
·, ckn is  Daerah Kecamatan dan K��ur��!�inasan da lam bentuk tertul is; 

f. �-li:iskah Dinas ada lah aiat kornuru as: 
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g. 1<op Naskah Dinas adala/ b . 

p;n,pinan Satuan Kerja ; agian temtas dari Naskan Dinas yang memuat selJutJn 
Bantaeng; erangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabuputen 

t1. Stempel Jabatan adalah alat/ca 
Dinas yang telah ditandata � yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah 
Dewan Perwakifan Rakyat �Qan, oleh Bupati/Wakil Bupati atau Ketua/Wakil Ketua 

;. Stempel Satuan Kerja Peranagt!h 0Kabupaten Bantaeng; 
rnensahkan suatu naskah 0. aerah ada lah alat/cap yang d igunakan untuk 
berwenang di Lingkungan Pe�na� yang telah dilandatangani oleh Pejaba! yang 
Papc111 Nama Satuan KP · enntah Kabupaten Bantaeng· 

j. -rJa Perangk 1· D , . . dan .l\lamat Instansi· a ·  aerah ada!ah panan yang bertul,skan Nc.1rnc.1 
' 

I<. Sarnpu l  Naskah Dinas adal h 
mempunva: kop sampu/ Nasaka Sar:,pul atau a lat pembungkus Naskah Dinas yang 

I. l<op Sampu l  Naskah Dinas ada�a�,nbas;. memuat sebutan Pimp· · � ag,an teratr1�. dari sampul f\laskah Dinas y,Hlf 
Daerah dan nama D ,�ahn Pemenntah Daerah atau Nama Satuan Kerja Peran9kc1! aero yang bersangkutan. 

BAB II 

NASKAH DINAS 

Pasal 2 
Naskah D inas d i l ingkungan p · 1  emenntah Kabupaten Bantaeng d irumuskan da lam nentu' . 
dan susun a n  Produk-Produk Hukum dan dalarn bentuk surat. 

Pasal 3 

Naskah Dinas diling_�ungan Pemer intah Kabupaten Bantaeng diolah oleh Satuan l<crja 
Perangkat Daerah d r lmgkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng .  ·  

Pasal 4 

Naskah D inas d i l ingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng d itandatangan i ole. 
Bupati/Wakil Bupati Bantaeng, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwak i lan Rakyat Daera: 1  

l<abupaten Bantaeng serta pejabat d i l ingkungan Pemenntah Kabupaten Bantaeng van. ,  
diberi wewer.ang untuk itu. 

Pasal 5 

Jerus naskah D inas serta pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangan i  N,:iska · :  

D inas dil i ngkungan Pemerintah 'Kabupaten Bantaeng sebaga imana tercantum p,.lL:ld 
Lamp iran I Peraturan in i .  

Pasal 6 

l(etentuan-ketentuan yang mengatur naskah D inas yang karena sifat kekhusus?nnya 
t:idak diatur da lam Peraturan ini, tetapi meng ikut i  ketenruan-ketentuan yanq her/an 1 .  
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BAB III 
STEMPEL JABATAN DAN ST 

EMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
Bagian Pertama 

Bentuk, Ukuran dan lsi 

Pasal 7 

( l )  Stempel Jabatan dan Stern 1 1 . 
(2) Stempel jabatan dan Ste pe nstans.1 berbentuk Lingkaran; 

terdiri atas : mpel Instans1 sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )  

a.  garis l ingkaran luar :  
b. garis l ingkaran tengah· 
c. garis l ingkaran da lam · '  
d .  isi stempel. ' 

Pasal 8 

Ukuran Stemp�I sebagaimLJna dimaksud pada pasa l 7 adalah :  
a .  ukuran gans_ tengah l ingkaran luar Stempel Jabatan dan Stempel Instansi 4 Cm; 
b. Ukuran gans tengah l ingkaran tengah Stempel Jabatan dan Stempel Instansi 

ada lah 3,8 Cm; 

c. Ukuran garis tengah l ingkaran da lam Stempel Jabatan dan Stempel Instans: 

adalah 2,7 Cm; 

d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat da lam lingkaran da lam maksimal 1 Cm .  
I 

Pasal 9 

( 1 )  Stempei Jabatan ber isi Nama Jabatan dan Nama daerah; 
(2) Stempel Jabatan Bupat i  menggunakan Lambang Negara; 
(3) Stempe l Jabatan Ketua Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Bantaeng menqqunaka.: 

Lambang Daerah; 
(4 )  Stempe l Instans i  beris i Nama Instansi dan [ 1aerah yang bersanokutan 1 . , m p ; i  

rnenggunakan lambang.  

Pasal 10 

Stempe l untuk keperluan tertentu d itetapkan dengan keputusan Bupat i .  

Pasa l 11  

Bentuk, Ukuran dan Isi Stempe l Jabatan dan Stempel Satuan Kerja P�rangkat D�e�?n 
d. 1 · k p · tah Dacrah sebagaimana terr.anturn pada larnpiran TT Pr.ra tu r  . in 

1  -1ng ungan emenn 1  ·  ·  -  

·  in i .  
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Bagian Kedua 
Penggunaan 

Pasal 12 

pejabat yang berhak mempunyal d . dirnaksucJ dalam pasal 9 a at (2 an menggunakan Stempel Jabatan sebaga,man� 
Ketua Dewan Perwakllan YRal ) dan (3) Keputusan inl adalah Bupati dan Wakil £3uput1, 

. ah <vat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daer,, . 
Pasal 13 

satuc1n Kerja Perangkat Dae h d· 1 ·  · nggunakan Stempel S t ra . 1 rngkungan Pernerintah Kabupaten yung bcrhnk 
;�:1:-(4) Peraturan in i  ada�a�a� KerJa Perangkat Daerah sebaga imana dimaksud pasa! 9 
1 .  Sekretariat Daerah Kabupaten. 
2. Sekretc1riat DPRD Kabupaten. 
3. Dinas Daerah Kabupaten. 
4. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten. 
s. kecametan, Ke lurahan, Desa. 

Pasal 14 

Stempel Jabatan atau Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah rnenggunakun Tinta 
Warna Ungu. 

Pasa l 15 

Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dibubuhkan pada bagian 
kir i dar i t :andatangan pejabal yang menandatangani . 

Pasa l 16 

_ Pirnpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai dan berhak menggunakan 
Stempel jabatan dan atau Stempe l Instansi menunjuk Pejabat/Petugas tertentu unluk 
rnenvrmpan dan mengamankan penggunaan Stempel Jabatan dan Stempe l lnstans i .  

BAB IV 

l<OP NASKAH DINAS 

Bag ian Pertarna 

Bentuk dan Isi 

Pa'.,al J.7 

0) Kop Naskah Dinas Bupat j/Wak i l s·upati Bant�eng _dengan menggunakan Lam_banq 
Negara berwarna hitam dan d itempatkan dl baolan tengah atas dan bertuliskan 
BUPATI BANTAENG. 

Dipind�i ·d����� ... \ 
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(2) Kop Naskah Dinas K t 

t I '  ka DEW .e Ua/Wakil K t ber ·u 15 n AN PERWAK e ua Dewan Perwakilan Rakyat oaeran 
den�an menggunakan Lamb}LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAEN� 
t,agl.m kiri atas. ng Daerah berwarna hitam dan ditempatkan d1 

(J) xop Naskah Dlnas Peran k · d 9 at Daerah . Banl.iJeng an nama Instan . D memuat sebutan Pemenntah Kabupatcn 
l<?cic P?S d�ngan menggun!�a:erah, alamal, nomor Ielepon, nomor faxirnil<! dar I  

!11L,Hn can d1tempatkan di b . �a.mbang Dt1erah Kanuparcn Buntaenq berv/a« c 1  ag1an kin atas. 
(4) Kop Naskah D inas Badan U . .  

l<c1bupater'. Bantaeng, noma 8 saha M1hk Da�.rah rnemuat sebutan Pemerintah 
nomor fax1m i le dan kode pos adan Usaha M1hk Daerah, alamat, nomor telepon, 
berwarna h itam dan ditem t�enggunakan tambano Daerah Kabupaten Bantaeng 
oaerah pada bagian ka pa an pada bagian kiri atas dan logo Badan Usaha Mil ik nan atas. 

(5) Kap Naskah D inas Sekret . . 
Bantaeng, nama Sek t . anat Korpn memuat sebutan Pemerintah Kabupaten 
Lambang Daerah s:�t a:iat, alamat, no�or faxim i le dan kode pas mengg�nak�� 

a\;;ng berwarna hitarn dan cJitempatkan pada baqlan kin atas. 

Pasal 18 

Bentuk ukuran dan isi Kop N k h · · ' P . as a Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah d1  Ungkungan emenntah Kabupat B · · · .  . en anta eng s e b a q a i rn a n a  tercantum pada l. a rn p i r a n  III P eratur an 1 n 1 .  

Bag ian Ked ua 
Peng gunaan  

Pasa l 19 

(1) xop Naskah D inas sebaga imana d imaksud  Pasa l  17 ayat (1) ,  d i g una k a n  u n t u k  
N a s k a h  D inas yang d itand atangani oleh  B u pat i / W a k i l  B u pat i .  

(2) l<op Naskah D i n a s  sebaga imana d imaks u d  P asa l  1 7  ayal (2),  d i g u n a k an untuk 

N a skah D inas  yar. g  ditandatang an i  o le h  K e t u a / W r 1 k i l  Kelua D e w an P e r w a k i l a n  
Raky,,t D aerah Kab upaten .  

(3) l(op 1'.laskah D i n a s  sebaga imana d imaksud  Pa sal 1 7  a yat (3) ,  d igunakan u n t u k  
N aska il  D ina s  O r q a n i s a s i  y ang  bersangkutan atau P e j a b a t  la i n yang  d itunjuk .  

(4) l<op f'Jaskah D inas sebag a i mana d imaksud  Pasa i  1 7  ayat (4) . ,  d igunakan untuk 
N a skah Dinas yang d itandatangan i  o leh  P imp inan Satuan Organ isasi yang  
bersangkutan atau pejabat la in yang  d itunjuk . 

(5) Kop r�askah Dinas sebagaimana d imaksud  Pasa l 7 avat (6) ,  diqunakan 1 1 1 1 1 1 1 1 <  

Naskall D i nas yang ditandatangan i  o leh P imp inan Satuan Organ i sas i yan�J 
· bersangkutan  atau Pejabat l a i n yang d itunjuk . 
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BAR V 
SAMPUL NASl<AH DINAS 

B t Bagian Pertama en uk Ukur d , an an Isi Kap Sarnpul 
Pasal 20 

' l )  sanipul Naskah Dinas Instansi d' L' \ persegi panjang dan berwarna c�ktf kunga� Pernerlntah Dae rah berbentuk em pat a muda jerus kertas Cassing. 
(?)  sampul Naskah Dinas sebagaiman . � a d1maksud ayat ( 1 ), berukuran sebagai berikut 

f
--· ·-··-- Jen is Sampul -·-- ----·--·---- __ 

--------- Ukuran 

1 -  K_a_n_t_o_n_g------· ---�:�j;:g - - - T - -  -  �::: 
I Folio / Map 35 Cr,, J C 
i 1h Folio 25 m 

1
1 

1;4 Folio 28 Cm t B Cm 
__ · 28 Cm H Cm 

---- ----- ·--· . - . - - --·-- ----- - - ·- - 

Pasal 21 

Kop �ampul Naskah D inas Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat sebutan 
Pemenntah Kabupat�n Bantaeng, Nama lnstansi, a lamat, nornor telepan, faximile dan 
kode pas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 22 
(1)  Kap Sampul Naskah Dinas Bupati/Wakil Bupati menggunakan Lambang Neg;,ra 

berwarna h itam dan d itempatkan pada bag ian tengah atas. 
(2) Kap Samp.ul Naskah D in as Ketua/Wak i l  Ketua Dewan Pcrw,.1k i li111 l{ i 1ky, 1 I  I ) ,  w1 . i i  1  

bertu l iskan DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
denqan menggunakan Lambang Daerah berwarna hltam dan diternpatkan cli b .. 1�Ji .. 1 1 1  
kiri atas. 

(3) Kap Sampu l  Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan Lambang Daerah 
berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian k ir i  atas. 

(4) l<op Sampul Naskah Dinas BUMD menggunakan Lambang Daerah berwarna h itam 
clan ditempatkan pada bag ian kiri atas, dan logo B U M D  d itempatkan pada bag ian 
kanan atas. 

(5) Kap Sampul Naskah Dinas Sekretariat Korpri menggunakan Lambang Daerah 
berwarna hitam dan ditempatkan pada bag ian k ir i atas. 

Pasal 23 

Bentuk, Ukuran dan Isi Kap sampul Naskah D inas Satuan Kerja Perangkat Daerah c11 
Lir.gkungan Pernerlntah Kabupaten Bantaeng sebagairnana tercantum pada ia rnplran IV 
Peraturan ini . 
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Bagian Kedua 
Penggunaan 
Pasal 24 

( 1 )  l<op Sampul Naskah D' 
dengan Naskah Dinas ;�as Bupatj sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat ( l ) ,  diisi 

· ng ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati. 
(2) l<op �askah Dinas Ketu . 

scbaga1mana dimak d a/Wakil l<etua Dewan Perwakilan Rakyat Daerall 
clitandatangani oleh ;�t P

1
asal. 22 ayat (2), diisi dengan Naskah Dinas yang 

� ua Wakil Ketua DPRD Kabupaten. · 
(3) l<op Sampul Naskah D' 

(3), d iisi dengan Na��a� Pe'.angkat Daer_ah sebaga imana dimaksud Pasal 22 avat 

uaerah. � a Dinas yang d 1tandatangan i oleh Pejabata Perangk -:it 

i'.t') l<o s 
r P ampu/ Naskah D' ciiisi dengan Nask h D' mas BUM� sebaga imana dimaksud pada pasal 22 ayat ( ' I )  

a 111as yang d1tandatangani oleh Pejabat BUMD. 
(5) Kop Naskah Dinas Ko · b . d · rpn se aga1mana d imaksud pasa pasa l 22 ayat (5) diisi 

engan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Korpri. 

BAB VI 

PAPAN NAMA 

Bagian Pertama 

Bentuk, Ukuran dan Is i 

Pasal 25 

( 1 )  Papan Nam a Satuan Kerja Perangkat Daerah di L ingkungan Pemerintah Kabupatcn 
Bantaeng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding / 
(dua), diisi nama Instansi, alamat, nomor telepon dan kodc pos. 

(2) Papan Nama Satuyn Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1 _) 
berwarna putih dengan tul iasan huruf balok berwarna hitam. 

rasul 1.6 

' Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah d itempatkan pada tempat yang stratecis, 
muda c l i l i h a t  dan serasi dengan letak bentuk gedung. 

Pasal 2 7  
.. , 

Bagi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yan� berada dibawah satu 
atap/komplek, drbuat dalam satu papan nama · yang bertunskan semua nama satuan 
organisas i .  

:  Dipindai dengan : 
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Pa$ul 28 
ran dan Isi Papan Nama s 

·  UkU h b · atua t�K, r oaera se aga,mana tercant n l<erja P 
I ernlll um Pada lam erangkat o ,� P 1 r a n  v P  aerah di Lingk BAB eraturan . .  ungan VIT i m .  

KETENTUAN LAIN -LAIN Pasal 2g 
ncangan Peraturan Daerah K  b  ,e.�:ntaeng, konsep naskah Dina: upa.ten Bantaen 

�II i aagian Hukum dan Perundan �er1an1ian I ko�ir Keputusan dan Instruks. 
1�� �ecuali Keputusan dibidang 9 undangan Sekret ak dengan plhak ketiga it�en;(' 5KO). m utasl kepegawaia� nat Daerah Ka bupaten ,�s dan Surat Keputusan 

Pasal 30 

a jenis peraturan Perundang-undangan b iuwsifat mengatur, baik yang ditandatangan�rlupa Peraturan Daerah, l<eputusan l  I  angsung maup . ,oar oaerahkan. · un atas nama Bupati 
Pasal 3 1  

Naskah Dinas pada Peraturan Daerah menggunakan Lambang Daerah d e n g a n  
1pel Jabatan pen a ndatanga n .  

Pasal 32 

ntuan tentang Naskah Dinas, Stempel Jabatan, Stempel Satuan kerja Perangkat 
oh ,  Kop Naskah Dinas, Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sampul 
oh Dinas bagi Perangkat Daerah yang belum su uktural akan cliatur kemucli,. 1 11 
Jan Keputusan Bupati .  

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUf-' 
Pasal 33 ian ct· supati santaeng yang mengatur itetapkannya Peraturan in i ,  rnaka Peatur�nt_ h oaerah Kabupaten Bantaeng :/ata Naskah Dinas di Lingkungan Pernenn ° 

an hdak ber laku Jag i .  
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I 1c1sa1 ]'1 

1t1rai uran i n i  rn u l a t  b e r l a k u  Pad 
f . a t a n g g a l  d l t e t a p k a n .  

NJar _:,�t_;ap orang  d a p a t  m e n g e t a h u i ,  .  .  .  
f.lllPatl i n 1  d e n g a n  m e n e m p u t k a n n y  d ,Ya, rnemenntahkan penqundanqan Peratur ·.J" 

· a a l a rn  Berita Daerah K a b u p a t e n  Bantaeng .  
.... . .  ,  .  

I  '  

I  : ;i'  

I ;. ·  

D i t e t a p k a n  di B a n t a e n g  c, Pad t I \0 - o &  -  ').C:C· j a angga ,  .  

� 
H .  � 1 .  N U R D I N  A B D U L L A H  

Diundangkan di Bantaeng 
rad,1 langgal ,  2009 

S E K f � E T A R I S  D A E R A H  K A B U P A T E N  BANTAENG 
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L.AMPIRAN I PERATURAN BUPAn Nomor 1 TAHUN 200 BANTAENG 
Tanggal 10 Agustus 2�09 

JENIS DAN KEWEN N/\SKAH DINAS DILINGKUNGAN IP\ENMGAN PENAI\JOATANGANAN 
ERINTAH l<ABUPATEN bANTAENG u M U M  

Naskah Dinas vano dirumusk d d k A. Hukum adalah : � an alam susunan dan bentuk Prociuk-Pro u 1 . Peraturan Daerah; 
2. Peraturan Bupati; 
3. Peraturan Bersama Bupati; 
4. Keputusan Bupati; 
s. Instruksi Bupatl, 

s. Naskah Dinas yang dirurnuskan d�larn susunan dan bentuk surat adalah : 
1 .  Surat Edaran. 
2. Surat Biasa 
3. Surat Keterangan 
4. Surat Perintah 
s. Surat Izin 
6. Surat Perjanjian 
7. Surat Tugas 
s. Surat Perlntah Perjalanan Dinas 
9. Surat Kuasa 
10. Surat Undangan 
11 .  Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 
12. Surat Panggilan 
13. Nata D inas 
14. Nata Pengajuan Konsep Naskah Dinas 
15. Lembar Dispasisi 
16. Telaahan Staf 
17. Pengumuman 
18. Laporan 
19. Rekomendasi 
2o. Surat Pengantar 
21 .  Telegram 
22. Berita Acara 
23. Berita Daerah 
24. Natulen 
25. Memo 
26. oattar Hadir 
27. Piagam/Sertifikat. . . n Pemerintah Kabupaten terdiri . gkat Daerah d1 unqkunqa c. Satuan Kerja Peran 
dari : 
1 .  Serkretariat Daerah; 
2. Sekretariat DPRD; 
3. Dinas Daerah; h· 
4. Lembaga Teknis Daera., 
s. Pemerintah Kecamata�, 
6. Pemerintah Kelurahan, 
7. Pemerintah Desa. 

! Dipindai dengan 
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.a,fNANGAN PENANDATANGANAN NASK 
l{f vv AH DINAS renandatanganan Naskah Dinas 

r. Bupati Bantaeng 

a. Bupati rnanandatangani Naskah Dinas dalarn bentuk dan susunan peraturan Perundang-undangan serta dalam bentuk surat yang matennya memuat kebijaksanaan dan atau pelaksanaan dari Peraturan Perundan\,J·Undangan yang lebih tinggi. 
b) Naskah Dinas sebagairnana dirnaksud huruf a ditujukan kepada Pejabat di Lingkungan Pernerintah Daerah, Gubernur, Presiden, Wak� Presiden, Menteri/Anggota l<abinet, Pimpinan Lembaga Pemennta 

11 Non Departemen, Organisasi Kernasyarakatan serta plhak-plhak yan". \ dianggap perlu. 
c) Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan Naska_h �in:� dimaksud huruf a) dilakukan oleh Wakil Bupati sesua, de 9 Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Naskah lJinas d) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan tertulis dengan tertentu kepada Pejabat yang ditunjuk secara Keputusan Bupati kecuali Peraturan Daerah. 
d' · d a r i :  e) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a ter in 

1 .  Peraturan Daerah; 
2. Peraturan Bupati; 3. Peraturan Bersama Bupati; 
4. Instansi Bupatl: 
5. Surat edaran; 6. Surat Blasa: 
7. Surat Keterangan; 
8. Pengumuman; 
9 Surat Perintah; . . 

10·. Surat perintah Perjalanan Dmas, 
11 .  Surat Perjanjian; 
� 2 Surat Kuasa; 
�3: Surat Panggi�an; 
14. Rekomendas1; 
15. Surat Izin; . 
16. Surat Undangan , 
1 7 .  Serita Acara; n · 
is. Piagam Penghargaa I  

l 9. Laporan; 
20. Memo; 
21. Telegram; . 
22 Serita Daerah, 
23: Piagam/Sertifikat; 
24 Nota D inas; . .  
25� Lembar DispOSIS!. 

· - - - - - · · - · .  - - · - - - -  '  

i" . .  D.ipindai dengan \ 
· Ca m S c a n n e r - \  

- - - - - - - - · - - ·  

https://v3.camscanner.com/user/download


- 1u2-  
2. Wakil Bupati 

a) Wakil Bupati rn 
susunan Perat enandat,1ngan1 N pelaksanaan an uran Perundan askah Dinas dalam bentuk dan 
dan susunan �u gt telah dltetapka g-u�dangan sebagal petunjuk 
dan tanggung j ra sepanjang mnt n .0 eh Bupati serta dalam bentuk awabnya. ennya sesual dengan bidang tugas 

b) Naskah Dlnas seb . Pejabat di Lin k agaimana dim ks Preslden 9 ungan Pemerlnta a ud huruf a dltujukan kepada 
Departe�e M��ter�/Anggota Kat,Daerah, Gubernur, Presiden, Wakil 
1 

. �' 1mp1nan or a . net, Plmplnan Lembaga Non am yang dranggap perlu. 9 ntsasi Kemasyarakatan dan pihak-pihak 
Naskah Dinas yang d' 
1. Peraturan Bupati. imaksud terdirl dari : 
2. Keputusan Bupati· 
3. Peraturan Bersam'a 8 . 
4. Surat Bupati; upat,; 
5. Surat edaran: 
6. Surat Blasa · ' 

I 

7. Surat Keterangan· 
8. Peng11muman· ' · 
9. Surat Perintah· 
10. Surat Perintah' Penal . 11 S . 'J anan Dinas· . urat Pe11anjian; , 
12. Surat Kuasa · 

I 13.Surat Panggilan; 
14. Rekomendasi · 

I 

15. Surat Izin; 
16. Nota Dinas; 
17.Surnt Undangan; 
18. Serita Acara· 

' 
19. Laporan; 
20.Memo; 
21.  Serita Daerah: 
22. Lembar Disposisi. 

3. Sekretaris Daerah 

a) Sekretaris Daerah atas narna Bupati menandatangan i Naskah nin;:1'; 
dala� bentuk dan susunan Peraturan Perundang-undangan yang 
bersrfat penetapan dan Peraturan Teknis atau petunjuk pelaksanaan 
dari kebijaksanaan Pernerlntah Daerah yang clitetapkan. 

b) Sekretaris Daerah atas narna Bupati menandatangan i Naskah Dinas 
dalam bentuk dan susunan surat yang matertnva merupakan penjeiasan 
atau petunjuk pelaksanaan dari satu kebijaksanaan Pemerintah Daerah 
yang telah ditetapkan . 

c) Sekretaris Daerah menandatangan i 1\Jaskah Dinas sebaga i mana 
dimaksud huruf a dan huruf b van; ditujukan kepada Pejabat di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah 
l a i n  dan p i h a k - p ihak  yang d iang gap  per l u .  

d) Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya rnenandatangani 
Naskah Dinas da l a m  bentuk dan susunan surat da lam rangka 
pengaturan dan atau koorDinasi teknis. administratif untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas di Ungkungan Pemenntah Daerah. 

Dipindai dengan ! 
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e) oalam hal Sekretaris D 
atas nama Sekretarls aerah berhala 
penandatanganan Nask h �aerah b ngan Asisten s k . . a Drnas erdasarka e retarts Daerah 

f) Sekretarrs Daerah atas n sebagairnana / Pernberian mandat 
1. Peraturan Bupati. arna Bupati rna imaksud huruf c. 

2. Keputusan Bupati; nandatangani : 
3. Surat Edaran· 

I 

4. Surat Biasa; 
5. Surat Keterangan; 
6. Surat Tugas; 
7. Surat Perintah· 

I 

8. Surat Perintan Petj-l· 
9. Surat Perjanjian; d dllan Dinas; 
10. Surat Kuasa; 
n.sorat Panggilan; 
12. Rekomendasi; 
13.Surat Melaksanakan T 
14. Surat Izin; ugas; 
15.Surat Undangan· 
16. Telegram; ' 
17. Pengumuman; 
18. Serita Acara: 
19. Laporan. · 

g) Surat Daerah atas nama we . 
1 Surat Edaran; wenang Jaba .. �,,nya menandatanguni : 
2 Surat Biasa; 
3 Surat Keterangan; 
4 Surat Tugas; 
5 Surat Perintah · 

I 

6 Surat Perintah Perjalanan Dina �, 
7 S 

t 
P 

. d!:>, ura · erjanjian: 
8 Surat Kuasa; 

9 Surat Pangg i lan; 
10 Rekon .endasi; 
11  Surat Izin: 
12 Surat Undangan; 
13 Telegram; 
14 Radiograrn; 
15 Nata Dinas; 
16 Serita Acara; 
17 Laporan; 
18 Telaahan Staf; 
!•9 L b em ar Disposisi; 
20 Memo; 
21 Notulen; 
.... ....  r,  

a Surat Pengantar; 
4. Asisten 
a) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatanqan' Naskah Dtnas 

dalam bentuk surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan 
teknis operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 
masing·masing satuan organisasi yang ditujukan kepada pejabat 
di l ingkungan Pemerintah Daerah. 

/  Dipindai deng��---·: 
i Ca m S c a n n e r - i  
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t,) As1sten berdasark Dinas �alam bentutn Wewenan . atau informasi dan susun 9 Jabatan 

d k 
sebag . a n s  nya men u ung kelanca a, Pel urat \'a rnenandat . . ran Pelak aksanaa ng rnaterin angarn Naskah 

c) A51sten berdasarkan sanaan tu n teknis ya merupakan data Dinas dalam bentuk d Wewenan . gas. operasional dalam 
atau informasi seban susuna� �abatannya rnendukung kelancara�9ai Pelaks�rat Yang rn:en�ndatangani Naskah . Pelaksanaan naa11 tekn;:nnya merupakan data 

d) As1sten atas nama c k tugas. operasional dala 
.::.,e reta.  m 

- ns Daerah 
1. surer Edaron· rne"l,,ndatan . 
2. Surat Ketera�gan· sem Naskah Dlnas : 
3. Surat Perintah· ' 
4. Surat Tuoas: ' ;;J  � ,  

5. Surat Undangan· 
6. Surat Panggilan·' 
7. Pengurnurnarr ' 
8. Telegram/ Radiogra . 
9. Laporan; m, 

10. Nata Dinas. 
e) Aslsten berdasarkan 

D. 
wewenang . mas : Jabatannya menandatangani Naskah 

1. Surat Eda ran· 
" ' 
L. Surat Keterangan· 
3. Surat Perintah; t 
4. Surat Tugas; 
5. Surat Undangan; 
6. Surat Pangg i lan; 
7. P e ngumuman ·  I  

8. Telegram; 
9. Laporan; 

< " & /I 
ru. 1v1erno; 
1 1 .  Daftar H a d i r ·  I  
12. Nota Dinas· I  �3. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 
14. Lembar D ispos isi;  
1 5 .  Telaahan Staf. 

l' 
.J. Kepala Bagian 

a. Kepala Bagian rnenandatangani naskah Dinas berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informasi biasa/teknis serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas yang ditujukan kepada EseJon bawahan, setingkat 
dan setingkat cHatasnya. 

b. Kepala Ba ian atas nama at:asan Jangsung atau atas wcwcnang jabatannya �dapat menandatangani naskah Dinas dalam bentuk susunan surat yang ditujukan kepada unit ke�a ,ntern yang bersangkutan. 

r···o·i�i�d�i -d��-���-- 
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Nasktih Dint1s yany cJimuksu;J : 1 .  Surat Peng2ntar; 
7. Surat Biasa; 
· , .  N o l u l c ! n ;  

•1. Nota Pengajuan Konsep Naskah Di _ . .  
s. Nota Dinas; na. • 

6. Daftar Hadir; 
7. Telaahan Staf; 
R. L imbar Oisr, sit;i; 
9. Laporan. 

6. Sekretaris Dewan Perwakililn Rakyat Daerah. 
a Sekretaris Dev an Penva ilan Rakyat Daerah atas we enang jabatannya menadatanqarn Naskah Dinas berd�sarkan I ewenang yang telal, 

dltentukan dan 01garis�n o'eh pimpinan yang bersuat 
informatif/blasaflteknis serta 'dak mengandung konsekuensi tanggung 
jawab yang ·.h I s ang dit\JJukan cpada Eselon ba vahan, setmgkat 
dan setin ata n ra. 

�. 

7. 

1 5 .  •  p  .-. . 

d : 

rjal-:nan Di as; 

Kabup 

Organl sl dalam l lngkup Pemerint:ah 

· · · · · · · · · - - - - - - - - - - - · · · · · · · - · :  
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9, Surat Kuasa; 
10. Surat Panggllan· 
11 .  Surat Izln; ' 
12. Surat Unctangan· 
13. Nota Dinas; ' 
14. Telegram; 
is. Rekornendasl; 
16. Pengumuman; 
17. Bcrita Aca ra: 
18. Laporan. 

b) Pimpinan Satuan Organisa · 
tangani : c 

51 atas Wewenang jabatannya menanda- 
1 .  Peraturan Pimpinan Satua O . . 
2. Surat Edaran; n rganrsas,; 
3. Surat Biasa; 
4. Surat Keterangan; 
5. Surat Tugas; 
6. Surat Perintah; 
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas· 
8. Surat Perjanjian; ' 
9. Surat Kuasa; 

10. Surat Panggilan; 
11 .  Surat Pengantar; 
12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 
13. Surat Iz.n; 
14. Pengumumam; 
15 .  Surat Undangan; 
16. Telegram; 
: 7. Notulen; 
18. Rekomendasi 
19. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 
20. Lembar Disposisi; 
21. Telaahan Staf; 
22. Nota Dinas; 
23. Laporan. 

8. Camat menandatangani naskah Dinas : 
1 .  Peraturan Camat; 

2. Surat Edaran: 

3. Surat Biasa; 
4. Surat Keterangan; 
5. Surat Perintah; 
6. Surat Pengantar; 
7. Surat Tugas; 

8. Surat Undangan; 
9. Surat Penggilan; 
10. Surat Kuasa; 
11 .  Pengumuman; 
12. Memo; 
13 .  Lembar Disposisi; 
14. Serita Acara; 
15. Neta Dlnas; 
16. Laporan; 

:-··;;·i�i�d�i·ci��-���--··: 
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·10,. 1 7 .  Nota PengnJuan I< 

1 8 .  Deftar Hadir. \onsQp Nnsku� . 
1 ()1na, . .  

. .  ,  

Kepala Kelurahan men!:, d 9. p t en utan 1 .  era uran Lurah· Han1 tlilsk h 
2. Surat Edaran· ' o Dinus; 
3. Surat Blasc1 · ' 

' 4. Surat Keterangan. 
5. Surat Perlntah. ' 
6. Surat Pengant�r· 
7. Surat Tugas; ' 
8. Surat Undangan; 
9. Surat Panggilan· 
10. Surat Perintah Perjala . 
11 .  Surat Izin; nan Dinas; 
12. Surat Kuasa; 
13. Pengumuman· 

I  14. Rekomendc1si; 
15. Nata Pengajuan Konsep ND· 
16. Lembar Disposisi; ' 
17. Serita Acara; 
18. Nota Dinas; 
19. Laporan; 
20. Daftar Hadir; 
21. Notulen; 
22. Memo. 

Peraturan Desa; 
Peraturan Kepala Desa; 
Surat Edaran; 
Surat Biasa; 
Surat Keterangan; 
Surat Perlntah: 
Surat Pengantar; 
Surat Tugas; 
Surat Undangan; 
Surat Panggilan; 
Surat 1-'erintah Perjalanan Dinas; 
Surat Izin; 
Surat Kuasa; 
Pengumurnan; 
Rekomendasi; 
Nota Pengajuan Konsep; 
Lembar Disposisi; 
Serita Acara; 
Nota Dinas; 
Laporan; 
Daftar Hadir; 
Notulen; 
Memo. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
,. \ 

DJ 

7) 

8) 
9) 
10) 
11 )  
12) 
13) 
14) 
lS) 
16) 

17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 

10. Kepala Desa menandatangani naskah Dinas: 

-  .  o-i�;�;;�i -ci��-���-. ··: 
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f. Bentukk dan Susunan P 
ditetap an oleh Daerah. eraturan Desa <fan 

Peraturan Kepaf a Desa Cl· Kewenang�n penandat 
· dibawah . P11npinan sa�nganan naskah . 

naskah Dlnas yang · . an Kerja p Drnc1s bc1g· P . rsrnya bersifat b. erangkat D r eJabat satu tingki.lt 
rasa/ . aerah n, . Naskah Dinas dimaksud rutrn. enandatangan, 

1) Surat Keterangan· adalah : 
2) Surat undangan; ' 
3) Surat Tugas; 
4) Telegram/ Radiogra . 
S) Serita Acara; rn, 
6) Telaahan Staf; 
7) Lem bar Disposisi. 
B) Surat Pengantar·' 
9) Nota Dinas Yang ber 'f . 

s, at rnforrnasi, 

pembubuhan Paraf 

a. pembubuhan Paraf secara Hierarkhis 
1 )  Naskah Dinas sebelurn dita d . 
.1 h d' f n atangani oleh . b arus rpara terlebih dahul .., PeJa at yang berwenang 

pimpinan (eselon III,II dan I)u u�aks,�al oleh tiga orang pejabat 
tugas poko� dan fungsinya ata ;u�;ku_t Bertanggungjawab karen� 
eselon III drseblah bawah kanan - k�-· kait dengan tugasnya; Yakn1 
yang berwenang menandat . rtas, eselon II disebelah kanan angarn dan eselon T d' b I h 1 · · d · nama jabatan penandatanganan. i rse e a  <In an 

2) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sek et · 0 h t k 
d'fo d � · 1 h O - r ans aera un u uan a .. angan: 0 e Bupatl atau Wakil B· •nxf-1' dlpa .. aF olen Cnl, .. eta .. ,·r 

• • l Uf..1"'� I I  I  U I .J\;;;l'\I -u:11 .;, 

Daerah d1bubuhkan d1belakang nama jabatan penandatanganan. 

3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Pejabat yang akan 
menandatangani naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf. 

4) Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir Naskah Dinas 
tersebut, kecuaii Surat Perintah Perjaianan Dinas, paraf dibubuhkan 
pada lembar pertama. Sedangkan untuk naskah Dinas yang lebih dari 
satu halaman, maka pejabat pembuat naskah Dinas memaraf setiap 
ha laman pada sebelah kanan bawah . 

5) Letak Pembubuhan paraf pejabat tersebut pada butir a diatas 
ditentukan o leh Daerah. 

Contoh : 
I JABATA!'J__ -- - I  PA�ll, 
Sekda / . 
Asisten · · · · . .  ·  . .  ·  ·  . .  ·  )  1' 

_j_/----, 1--K-ab_a_g_. - . . .  - . .  - . . - . . .  - . . - . .  - . . .  - .. - . . .  -.. / 
_j_l ----- 
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b. ub. (untuk behau, di tulis huruf k . . 
pejabat yang rnendapat rnanda�Ct,I ?��.-�ur�!_ke�il)._�i�er?unaka_n �ik� pejabat setingkat diatasn Kt:!�t:!ridnyd11  menandatanqanl can 
kepada pejabat setingkat 1�a::�n�:.' kewenangan penandatanganan 

c. Pejabat ad interim (ai,ditulis a kecil 1 kecil) dlt 1. dib I k ; h r;, v ,, d' . , 1 u rs I e a ang nama 
jaoa __ n , ang axan ,tandatangarn; 

pernbubuhan Parat Koorct· 
n. 1nasi 

1) Naskah Dinas Yang ma . 
pejabat yang berw tennya menvan k 
memb b h' · enang ca · g ut kepant' u u I paraf Ko d' n Unit I · ... ingan Unit lain maka or 1nasi p d am tersebut · 

2) Paraf Koo d. . a a Nas1cah 
0
. . perlu ikut serta r mas, da . . tnas. 

fisebelal • · · n Pe'ab t orse ld!i Kit I  letak t- _ .,_ J a yang b . di iudtangan. ersangkutan dibubuhkan 
penggunaan a.n,u.b,Plh Pit d . ' , an PJ. 

1 Di Lingkungan Sekretariat D 
· aerah 

oalam hal BupatijWali kota rn . 

.. pejabat bawahannya k ernbenkan ma d . · ,ma a penggunaa n at penandatanganan kepada 
( n a.n dan u b s . . 

· a. an. atas nama, di tulis h ' · · ebaga 1 berikut : 
iika yang oe a uruf kecil da h ., rwenang rnenana' . . n n uruf kecil) dipergunakan telah d atangarn (p · · . . men apatkan ' eJaoac setmgkat bawahanya) 
atasannya,pertanggungJ·a b rnandat dari pejabat 
dlt wa an mater' � anqan yang memberi manctat P . 

1 surat tersebut tetap berada 
dlrninta pertanggungjawaban a ·  .  �Jabat yang menandatangani dapat 
memberi mandat; Y 151 surat yang dimaksud oleh yang 

d. Pejabat (Pj)., pelaksana Harian (Pih), di tulis didepan nama jabatan 
yang rnenjadi wewenangnya; 

e. Pel::Jksana tuqas (Pit) d ituis didepan nama jabatan yang menjadi 
wewenanqnva, d ipergunakan untuk meng is i kekosongan p imp inan atau 
pejabat struktural, yang dikarenakan pejabat struktural definitive 
tersebut mendapat tugas keD inasan yan�! harus men inggalkan kantor 
atau berha:angan karena sesuatu ha l da lam janqka waklu tertentu. 

2. Di Lingkungan Instansi Satuan Organisasi 
Dalam hal ini p impinan Instansi/Satuan Organ isasi me l impahkan 
wewenang penandatanganan kepada . pejabat bawahann�a, maka 
penggunaan an .  dan ub . Ada lah sebaga 1nya . aoalah sebaqairnana 
ketentuan pada butir 1 huruf a, b dan d tersebut dlatas. 

V. CONTOH PENADATANGANAN DAN PENGGUNAAN a .n .  (atas nama), 
u .b (untuk beliau) dan la in sebagainya,sebagai berikut 
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Di Lingkungan Sekretariat Daerah. ,.. 

1. penandatanganan Naskah Dinas 

a. 0/eh Bupati 

BUPATI BANTAENG 

NAMA JELAS 

b. Oleh Wakil Bupati atas kewenar.gan Bupati 

BUPATI BANTAENG 
WAK1L 

NAMA )ELAS 

l. Penggunaan "a.n." (atas nama) 

a.n. BUPATI BANTAENG 
Sekretatis Daerah 

NAM/\ )ELAS 

Pangkat: 
NIP : 

, o." (untuk be\iau) 
Pengg naan u. . 

3. PATI BANTAENG 
a.n . BU CT"t.RlS OAERAH SE.KRr:,� 

u.b. 
.  . . .  

As1sten · · · · · · 

� 
p1ng' :  

1P 
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5. Penggunaan ''Pih'' 

Pih. BUPAn B 
SEl<Rc-r ANTAENG 

1..; I ARIS DAERAH 

�AMA JELAs 
Pangkat :-- 
NIP 

6. Penggunaan "Pj" 

Pj. BUPATI BANTAENG 
SEKRET ARIS DJ\ERAH 

NAMA JELAS 
Pangkat: 
NIP 

B. DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR 

1 .  Penandat:anganan naskah Dinas 

a. Oleh Pimpinan Dinas/Badan/Kantor atas nama Bupati. 

an. BUPATI BANTAENG 
KEPALA/KETUA/DIREKfUR 

NAMA JELAS 
Pangkat :  

NIP 

b. ')leh Pimpinan Dinas/Badan/l<antor. 

KEPALA./KETUA/0 INAS/BADAN/KANTOR 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

NAMA JELAS 
Pangkat: 
NIP : 

- - - - - - - · · · · -  .  
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2. Penggunaan "a ,, . n  . .  (atas narna) 
a.n, BUPAn 

l(EPAGV:�NTAENG 
U,\fDTNAS/BADAN/KANTOR 

� Pangkat: NIP 

a.n. CAMAT 
SEKRET ARis i i< · c · · · · · · · · . .  

.  A:>I . . .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

NAMA JELAS 
Pangkat : 
NIP 

a.n .  KEPALA DESA / KELURAHAN SEK . 
RETARIS . 

NAMA JELAS 
Pangkat :  
NIP 

Penggunaan Pit dan Pih apabila Bupati berhalangan, pergi keluar daerah/keluar 
negeri(ibadah Haji) leblh 7 hari, diperkenankan menunjuk pejabat dibawahnya. 
Penulisan Pit dan Pih ditulis didepan jabatan yang dipangkunya. 

3. Penggunaan "u.b" 

a . n .  BUPATI BANTAENG 
KEPALA/KETUA/DINAS/BADAN/KANTOR 

u . b .  
KEPALA SUB DINAS/BAGIAN/SEKSI/BIDANG 

NAMA JELAS 
::...---- P a n g k a t :  
NIP : 

-· · - - - - - - - - - -  

!  Dipindai dengan ! 

f CamScanne/ 
' · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - . :  

https://v3.camscanner.com/user/download


-113- 

pfRUBAHAN, PENCAeu 
vt, 1, PENGERTIAN l'AN, PEMa 

Al'ALAN D 
. AN RALAT 

a. Yang d1maksud d 
suatu naskah D�ngan Perubah peng rt· inas D I an adalah e ian ralat Yaitu �er �am hal in; h mengubah sebagian dari 

. u ah kekeliruan ar�s dibedakan dengan 
b. Yang d1maksud dengan kecil, misalnya salah ketik. 

berlaku lagi suat Pencabuta 
d- 1 -  .  .  u naskah . n adalah 

d dlYI pencaoutan te ·. . Dinas terht suatu pernyataan tidak rsebut. - 1 ung mulai saat ditentukan 
c. Yang dimaksud den 

dianggap tidak pern gahn pernbatalan adala a d1keluarkan. h suatu naskah Dinas harus 
2, TATA CARA MENGUB 

NASKAH DINAS AM, . MENCABUT 
r ATAU MEMBATAU{AN 

a. Naskah l)inas yang b . · 
dibatalkan harus deng:rsifat mengatur apabila diubah dicabut atau 
Peraturan harus dengonn,)nastkah Dinas yang sama jeni�nya Misalkan era uran. · 

b. Pejabat yangberhak m 
pembatalan adalah peja��entukan perubahan, pencabutan dan 
Dinas tersebut atau oleh ··e·_,Y_a .. ng_ se':1�!� .. �en�ndatangani naskah 

µ 1dDdt Ydng 1 e u 1 1 1  ungg1 kedudukannva. 

c. Ralat yang besifat kekeP k . . oleh e ·a bat an ,ruan eol _mrsalnya salah ketik dikeluarkan 
. p � . y g menandatanganr naskah Dinas atau dapat oleh pejabat setinqkat lebih rendah. 

vu. Pokok-pokok Pengetikan Naskah Dinas. 

1. Ketentuan Umum. 
Pengetikan Naskah Dinas d i lakukan dengan memperhatikan penggunaan 
formulir, ruang, tepi, a l inea, penomoran, pemberian nomor halaman dan 
kata penyambung. 

a. Ruang tepi seblah atas 3 enter dibawah garis kop Naskah Oinas: 

b. Ruang tepi seblah bawah 5 enter dari tepi k�rtas _seblah bawah; . .  
c. Ruang tepi seblah kiri 7 sampa i 20 ketuk darr tepirnkertas seblah k rr r ; 
d. Ruang tepi sblah kanan 7 ketuk dari tepi kertas seblah kanan; 

VIII. SUSUNAN, BENTUK DAN BENTUK NASKAH DINAS. 

A. Peraturan Daerah 

1 .  Pengertian. N k h Dinas yang berbentuk Peraturan 
Peraturan Daerah adalah as !tur urusan Otonomi Daerah .dan Tugas 
Perundang-undangan_, yang me_n�kan kebijaksanaan baru, mslaksanakan 
Pembantuan,atau untuK mewuJU f Pbih tinggi dan menetapkan 
peraturan perundang-undangan yang m;rintah Daerah yang ditetapkan 
sesuatu Organisasi dalam Ungkungan �erwakilan Rakyat Daerah. 
ol�h Bupati dengan persetujuan Dewan 

r··o·;�;�d�id��gan : 
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2. Susunan. - 1 14_  

a. Peraturan Daerah Kabupat 
1) .  Kepala Peraturan Daera��/Kota terdiri darl : 
2). Pembukaan ; ' 
3). Isi Peraturan Daerah· 
4). Baglan akhlr Peratur�n D aerah. b. K)e pTala,. Per�,tuPrEan daerah terdiri atas . 
1 . u isan RATURAN DAERAH · 
2). Nomor dan Tahun; · · · · · · · · · · · · · "; 
3). Nama Peraturan Daerah Yang d't 1. I u I S "  TENTANG II 

c. Pembrkaa�, �eraturan Duerah terdlri atas . 
1) .  Tu isa� engan Rahrnat Tuhan Yang M h E " ·  2). Bupati Bantaeng; a a sa , 
3). Konsiderans Menirnbang dan Menoinoat· 
4). Dengan persetujuan Dewan Perw;kil;n Rakyat Daerah; 5). Memutuskan; 
6). Menetapkan : Judul. 

a. Dalam Konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan, motivasi, 

tujuan yang akan dicapai dan peraturan perundang-undt1ngt1n yJng dijadikan dasar hukum ditetapkan Peraturan Daerah tersebut. 
b. Isi Peraturan Daerah terdiri atas : 

1). Bab-bab : 
Bab-bab dapat dibagi rnenjadi Bagian-bagian dan Bagian dapat dibagi dalam paragraf; 

2). Pasal-pasal : 
Pasal-pasal dapat dibagi dalam ayat-ayat. 

Bagian akh ir sebelah kanan Peraturan Daerah terdiri atas : c. r). Narr,;:i tempat ditetapkan; 
2). Tanggal, bulan dan t�hun ditetapkan: 
3). Nama Jabatan Bupat1; 
4). Tandatangan Pejabat; 
5) . Nama jelas; 
6) . Stempbel J.aba::�gah herturut-turut: oitul is : d. Dibaw�h ag1akn dalam Lembaran Daerah "; 1) " Drundang an c · .  .  b  .  i  an Nomor Tahun dan �,en, 2) .  Menye u�� ..,..,,..,, ... ' .  
3). Tangga: l, ;undo11�1\an,Daerah Tah m, Nomor; 4 ). Tambah�n Lemba:an ' 
5). Sekretans Daerah, . Daerah: . 
6). Tandatangan Sekret�n�aerah (benkut Pangkat dan Nip) 7). Nama jelas Sekretans 

e. Untuk Sa i inan di�udlisg : a n  aslinya; . h 1) D isa l in sesuar en Sekretans Daera 
. ah atau an .  2). Sekretaris Daer kat dan Nip. 3) .  Nama Pejabat, Pang 
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)i,dJ\ ,qan�u 

I l I rcrnturnn o· crah dll nda\.an( an\ o\ h uu, ,I 1 ;  
'  .  perJhtrtlO Dacrah dlbuat dlalty k,�,, r u�ur "' n l c\ 

I>, Ot err 11 d n b<'r\ ull' kan • P rn,�, Int I K, ,u , ,. 
. Kcabsahan a\\nt1n Peralur an Daer, h d1t.md a 1ar I  

oacrah Kabupl ren. 

t�ntuk / Mode\ can Penqeukan Naskah Dmilr P raturun D 
t,, 
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